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I.  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 
(1) dan (2) Amandemen Undang – Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 1945. 
D�bag� menjad� daerah-daerah prov�ns�, 
dan daerah prov�ns� terd�r� dar� daerah-
daerah kabupaten. Hak �n� d�lakukan untuk 
mengupayakan pelayanan yang leb�h dekat 
terhadap masyarakat, untuk mewujudkan 
tujuan negara yang tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republ�k Indones�a 1945.

Pel�mpahan kewenangan pusat 
kepada daerah melah�rkan otonom� daerah. 
R.G. Kartasapoetra menyatakan bahwa 
desentral�sas� merupakan penyerahan urusan 
dar� pemer�ntah pusat pada pemer�ntah daerah 
guna mengurus rumah tangganya. Dalam art�, 
penyerahan �n� bertujuan untuk mencegah 
pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebaga� 
pendemokrat�sas�an pemer�ntahan, untuk 
meng�kutsertakan rakyat bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan pemer�ntahan d� 
daerah.2

Pr�ns�p otonom� daerah selanjutnya 
d�jelaskan leb�h lanjut dalam Pasal 18 ayat (5) 
(UUDNRI) Undang – Undang Dasar Negara 
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Republ�k Indones�a 1945 yang menyatakan 
bahwa: “Pemer�ntah Daerah menjalan� 
otonom� seluas-luasnya, kecual� urusan 
Pemer�ntah yang oleh Undang-Undang 
d�tentukan sebaga� urusan pemer�ntah 
pusat”. Kewenangan pemer�ntah daerah 
dalam mengurus urusan rumah tangganya 
menggunakan pr�ns�p otonom� seluas-
luasnya, guna membuat keb�jakan daerah 
untuk member� pelayanan, pen�ngkatan 
peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan 
masyarakat yang bertujuan men�ngkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Pr�ns�p otonom� seluas-luasnya 
d�atur dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemer�ntahan Daerah. 
Dalam Pasal 1 ayat (6) d�tentukan bahwa 
Otonom� Daerah adalah hak, wewenang dan 
kewaj�ban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus send�r� urusan pemer�ntahan 
dan kepent�ngan masyarakat setempat 
dalam s�stem Negara Kesatuan Republ�k 
Indones�a. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat 
(1) d�nyatakan: Urusan pemer�ntahan absolut 
sebaga�mana d�maksud dalam Pasal 9 ayat 
(2) mel�put� pol�t�k luar neger�, pertahanan, 
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 
nas�onal, dan agama. Pembag�an kewenangan 
antara Pemer�ntah Pusat dengan Pemer�ntah 
Daerah leb�h lanjut d�atur dalam Peraturan 
Pemer�ntah nomor 38 Tahun 2007 tentang 
pembag�an Urusan Pemer�ntahan antara 
Pemer�ntah, Pemer�ntahan Daerah Prov�ns�, 
dan Pemer�ntahan Daerah Kabupaten/Kota.

Satu seg� utama dalam pelaksanaan 
otonom� daerah adalah adanya sumber 
pembag�an, yang dapat d�andalkan untuk 
melaksanakan tugas pemer�ntahan dan 
pembangunan. Salah satu sumber pembag�an 
adalah pajak dan retr�bus� daerah, yang dapat 
d�kembangkan sesua� dengan potens� daerah 
mas�ng-mas�ng.

Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemer�ntahan 
Daerah daerah berhak menetapkan keb�jakan 
daerah untuk menyelenggarakan urusan 
pemer�ntahan yang menjad� kewenangan 
daerah termasuk pajak daerah dan retr�bus� 
daerah. D�atur berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per�mbangan 
Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 
1 angka 18, pendapatan asl� daerah berart�, 
“Pendapatan asl� daerah, selanjutnya d�sebut 
PAD adalah pendapatan yang d�peroleh 
daerah yang d�pungut berdasarkan peraturan 
daerah sesua� dengan peraturan perundang-
undangan.”

Dalam ketentuan Pasal 285 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 d�tentukan 
Pendapat Asl� Daerah (PAD) ya�tu:

1) pajak daerah 
2) retr�bus� daerah
3) Has�l pengelolaan kekayaan daerah 

yang d�p�sahkan
4) La�n-la�n pendapat daerah yang sah
Pendapatan asl� daerah yang bersumber dar� 

pungutan pada masyarakat, ya�tu:
(1) Retr�bus� yang d�pungut dengan 

kompensas� layanan tertentu; dan 
(2) Pajak yang d�pungut tanpa kompensas� 

layanan.3

Pajak adalah pungutan oleh pejabat 
pajak sebaga� wak�l Negara kepada waj�b 
pajak tanpa tegenprestas� secara langsung dan 
bers�fat memaksa seh�ngga penag�hannya 
dapat d�paksakan. Hal �n� ters�rat dalam 
Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 
Republ�k Indones�a 1945. 

3 Wahyud� Kumorotomo, 2006, Desentralisasi fiskal : 
Politik Perubahan Kebijakan 1974-2004, Kencana, 
Jakarta, hlm.125. 
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Pajak daerah d�dalamnya harus pula 
terdapat unsur �mbalan / kontraprestas� 
sebaga�mana halnya retr�bus� daerah. Yang 
membedakan �mbalan / kontraprestas� 
keduanya adalah bahwa pajak daerah 
kontraprestas� tersebut untuk masyarakat 
yang leb�h luas, atau set�dak-t�daknya untuk 
sektor pajak yang bersangkutan, sedangkan 
kontraprestas� langsung kepada pembayar 
retr�bus�.4

Retr�bus� adalah pungutan oleh pejabat 
retr�bus� kepada Waj�b Retr�bus� yang 
bers�fat memaksa dengan tegenprestat�e 
secara langsung dan dapat d�paksakan 
penag�hannya. Sarana hukum yang d�gunakan 
untuk memaksakan penag�han retr�bus� 
t�dak berbeda dengan pajak, berupa sanks� 
adm�n�stras� maupun sanks� kep�danaan.5 

Retr�bus� dalam Pasal 23A Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan bag�an dar� 
“pungutan yang bers�fat memaksa” yang 
d�butuhkan oleh Negara karena �tu d�atur 
dengan undang-undang6.

Menurut Pasal 23A Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a Tahun 
1945 yang menentukan:
 “Pajak dan pungutan la�n yang bers�fat 

memaksa untuk keperluan Negara 
d�atur dengan undang-undang”.
Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retr�bus� Daerah d�tentukan:

“Retr�bus� daerah, yang selanjutnya 
d�sebut retr�bus�, adalah pungutan Daerah 
sebaga� pembayaran atas jasa atau pember�an 

�j�n tertentu yang khusus d�sed�akan dan/ 
atau d�ber�kan oleh Pemer�ntah Daerah untuk 
kepent�ngan orang pr�bad� atau badan.”

Pasal 108 ayat (1) Undang  Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retr�bus� Daerah menentukan bahwa 
“Objek retr�bus�” adalah:
a. Jasa umum;
b. Jasa usaha;
c. Per�z�nan tertentu.

Objek retr�bus� oleh Pemer�ntah 
Daerah tersebut d�kelompokkan kedalam 3 
(t�ga) golongan, ya�tu jasa umum, jasa usaha, 
dan per�z�nan tertentu, ya�tu7 :
1. Retr�bus� jasa umum, adalah retr�bus� 

atas jasa yang d�sed�akan atau d�ber�kan 
oleh pemer�ntah daerah untuk tujuan 
kepent�ngan dan kemanfaatan umum 
serta dapat d�n�kmat� oleh pr�bad� atau 
badan.

2. Retr�bus� jasa usaha adalah retr�bus� atas 
jasa yang d�ber�kan oleh pemer�ntah 
daerah dengan menganut pr�ns�p 
komers�al karena pada dasarnya dapat 
pula d�sed�akan oleh sektor swasta.

3. Retr�bus� per�j�nan tertentu adalah 
retr�bus� atas keg�atan tertentu 
pemer�ntah daerah dalam rangka 
pember�an �j�n kepada orang pr�bad� 
atau badan yang d�maksudkan untuk 
pemb�naan, pengaturan, pengendal�an 
dan pengawasan atas keg�atan 
kemanfaatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fas�l�tas tertentu 
guna mel�ndung� kepent�ngan umum 
dan menjaga kelestar�an l�ngkungan.
Dalam �mplementas� otonom� daerah, 4 Tj�p Isma�l, 2007, Pengaturan Pajak Daerah di 

Indonesia, Yellow Pr�nt�ng, Jakarta, hlm.56.
5 Muhammad Djafar Sa�d�, 2007, Pembaruan Hukum 

Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25-
26.

6 Ibid

7 S�ahaan P. Mar�hot, 2009, Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm..435.  
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kewenangan dalam melaksakana pungutan 
pajak daerah dan retr�bus� daerah �n� d�atur 
dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2013 tentang Adm�n�stras� 
Kependudukan ya�tu “Pengurusan dan 
Penerb�tan Dokumen Kependudukan t�dak 
d�pungut b�aya”, d�s�s� la�n dalam Pasal 110 
ayat (1) huruf C Undang  Undang Nomor 28 
Tahun 2009 bahwa Retr�bus� Penggant�an 
B�aya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan S�p�l d�golongkan dalam 
Retr�bus� Jasa Umum yang mana merupakan 
pungutan daerah sebaga� pembayaran atas 
jasa yang d�sed�akan dan atau d�ber�kan oleh 
pemer�ntah daerah untuk kepent�ngan orang 
pr�bad� / Badan. 

Atas dasar permasalahan �tulah maka 
penul�s menganggap perlu untuk melakukan 
suatu kaj�an �lm�ah dengan judul “Kontrad�ks� 
Implementas� Pasal 79A Undang Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adm�n�stras� 
Kependudukan D� Kota Denpasar”

1.2. Rumusan Masalah
Bert�t�k tolak dar� latar belakang 

masalah tersebut d�atas, dapat d�rumuskan 
permasalahan sebaga� ber�kut:
1. Baga�manakah kons�stens� antara 

Pasal 79A Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2013 tentang Adm�n�stras� 
Kependudukan dengan Pasal 110 ayat 
(1) huruf C Undang – Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retr�bus� Daerah ?

2. Baga�mana kons�stens� antara 
Keputusan Majel�s Madya Desa 
Pakraman Kota Denpasar Nomor 
14/12-SK/MMDP/VII/2014 dengan 
pasal 79A Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2013 tentang Adm�n�stras� 
Kependudukan?

1.3. Tujuan Penelitian
Pelaksanaan penel�t�an �n� bertujuan 

sebaga� ber�kut:
a. Menganal�s�s  �nkons�stens� antara 

peraturan tentang retr�bus� jasa umum 
kependudukan terhadap Pasal 79A 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
Tentang Adm�n�stras� Kependudukan. 

b. Untuk Menganal�s�s �nkons�stens� 
Majel�s Madya Desa Pakraman dalam 
pemungutan retr�bus� jasa umum 
kependudukan d� Kota Denpasar

II.  METODE PENELITIAN
2.1.  Jenis Penelitian

Penel�t�an �n� menggunakan metode 
penel�t�an hukum  normat�f.  Metode 
penel�t�an normat�f adalah “suatu prosedur 
penel�t�an �lm�ah untuk menemukan 
kebenaran berdasarkan log�ka ke�lmuan 
hukum dar� s�s� normat�fnya.”8 Dalam 
khasanah penel�t�an hukum, penel�t�an 
yang d�lakukan .dengan mengkaj� bahan 
pustaka atau d�sebut juga stud� kepustakaan. 
Penel�t�an �n� d�lakukan dengan mengkaj� 
dan menganal�s�s bahan hukum berupa 
bahan-bahan yang terka�t hukum pr�mer, 
sekunder maupun tert�er dengan retr�bus� 
jasa umum.

2.2.  Jenis Pendekatan
D�dalam penel�t�an �n�, d�gunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach). Pendekatan 
perundang-undangan (Statute Approach) 
d�gunakan sebaga� perangkat guna 
menganal�s�s berbaga� peraturan perundang-

8 Johnny Ibrah�m, 2007, Teori dan Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif, Bayumed�a Publ�s�ng, 
Malang, hlm.57.
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undangan mengena� retr�bus� jasa umum. 
Pendekatan perundang-undangan d�lakukan 
dengan maksud untuk mengetahu� 
makna yang terkandung dalam peraturan 
perundang-undangan dengan permasalahan 
dalam penel�t�an �n�. Pendekatan Konseptual 
(conceptual approach) d�lakukan dengan 
cara menganal�s�s berbaga� konsep dan 
pengert�an tentang retr�bus� jasa umum.

2.3.  Sumber Bahan Hukum
Penel�t�an �n� men�t�kberatkan pada 

penel�t�an kepustakaan (library research) 
dengan menggunakan data sekunder bahan 
kepustakaan. Adapun bahan hukum yang 
akan d�jad�kan sumber penel�t�an kepustakaan 
�n� dalam sudut kekuatan meng�katnya 
d�golongkan menjad� t�ga ya�tu:
a. Bahan hukum pr�mer, adalah bahan 

hukum yang meng�kat. 
b. Bahan hukum sekunder, yang 

member�kan penjelasan mengena� 
bahan hukum pr�mer, yang mel�put� 
has�l-has�l penel�t�an, buku-buku, 
dokumen-dokumen yang d�peroleh 
dar� D�nas Kependudukan dan Catatan 
S�p�l Kota Denpasar.

c. Bahan hukum tert�er, yakn� bahan 
hukum yang member�kan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan 
hukum sekunder, yang sepert�:

 1. Kamus hukum

2.4.  Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Mengena� tekn�k yang d�terapkan 

dalam pengumpulan bahan hukum dalam 
penel�t�an d�n� d�lakukan melalu� tekn�k 
telaahan kepustakaan (study document). 
Telaahan kepustakaan d�lakukan dengan 
system kartu (cardsystem) yakn� dengan 

mencatat dan memaham� �s� dar� mas�ng-
mas�ng �nformas� yang d�peroleh dar� bahan 
pr�mer, sekunder dan tert�er. 

Bahan hukum sekunder d�peroleh dar� 
kepustakaan dan penel�t�an kasus d�mana 
penel�t�an kasus berguna dalam member�kan 
latar belakang yang leb�h luas mengena� 
pokok penel�t�an serta member�kan 
penjelasan yang leb�h konkr�t berka�tan 
dengan permasalahan yang ada. 

2.5.  Teknik Analisis
Bahan-bahan hukum yang sudah 

d�kumpulkan, selanjutnya d�anal�s�s dengan 
tahapan tekn�s anal�s�s sebaga� ber�kut: 
Tahapan pendeskr�ps�an atau penggambaran 
ya�tu dengan mengura�kan propos�s�-
propos�s� hukum sesua� pokok permasalahan 
yang d�kaj� untuk selanjutnya d�lakukan 
�nterpretas�. Untuk selanjutnya d�lakukan 
tahap s�stemat�sas� ya�tu dengan mencar� 
ka�tan suatu konsep hukum atau propos�s� 
hukum antara perundang-undangan yang 
sederajat maupun yang t�dak sederajat. Dan 
tahapan yang terakh�r adalah Evaluas� atau 
anal�s�s ya�tu dengan member� pen�la�an, 
antara la�n sah atau t�dak sah, benar atau 
salah, setuju atau t�dak setuju, tepat atau t�dak 
tepat oleh penel�t� terhadap suatu pernyataan, 
propos�s�, pandangan, rumusan norma, 
atau keputusan yang tertera dalam bahan 
hukum pr�mer dan bahan hukum sekunder. 
Has�l penerapan dar� keempat tahapan 
tersebut kemud�an d�ber�kan argumentas� 
hukum untuk mendapatkan kes�mpulan atas 
permasalahan yang akan d�bahas dalam 
kaj�an �n�. 
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.   Konsistensi Pasal 79A Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 
2013 Tentang Administrasi 
Kependudukan Dikaitkan Dengan 
Pasal 110 Ayat (1) huruf C 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 
2009 Tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah.
Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retr�bus� Daerah d�tentukan:
 “Retr�bus� daerah, yang selanjutnya 

d�sebut retr�bus�, adalah pungutan 
Daerah sebaga� pembayaran atas 
jasa atau pember�an �j�n tertentu 
yang khusus d�sed�akan dan/ atau 
d�ber�kan oleh Pemer�ntah Daerah 
untuk kepent�ngan orang pr�bad� atau 
badan.”

Dalam pengert�an �n�, terkandung pula 
pemaknaan bahwa pelayanan yang menjad� 
obyek retr�bus� adalah pelayanan yang 
langsung d�n�kmat� oleh anggota masyarakat 
(orang pr�bad� atau badan). Dengan dem�k�an 
karakter retr�bus� daerah adalah :
1. Pungutan oleh pemer�ntah daerah 

terhadap anggota masyarakat;
2. Pemer�ntah daerah member�kan 

pelayanan berupa barang/jasa yang 
member� keuntungan kepada anggota 
masyarakat yang membayar pungutan.
Pasal 108 ayat (1) Undang  Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retr�bus� Daerah menentukan bahwa 
“Objek retr�bus� adalah “  :
d. Jasa umum;
e. Jasa usaha;
f.    Per�z�nan tertentu.

Dalam melaksanakan pungutan 
retr�bus�, t�dak seluruh jasa yang d�sed�akan 
pemer�ntah daerah masuk dalam kategor� 
objek retr�bus�. Objek retr�bus� oleh 
Pemer�ntah Daerah tersebut d�kelompokkan 
kedalam 3 (t�ga) golongan jasa, 9 ya�tu:
1. Retr�bus� jasa umum, adalah retr�bus� 

atas jasa yang d�sed�akan atau d�ber�kan 
oleh pemer�ntah daerah untuk tujuan 
kepent�ngan dan kemanfaatan umum 
serta dapat d�n�kmat� oleh pr�bad� atau 
badan.

2. Retr�bus� jasa usaha adalah retr�bus� atas 
jasa yang d�ber�kan oleh pemer�ntah 
daerah dengan menganut pr�ns�p 
komers�al karena pada dasarnya dapat 
pula d�sed�akan oleh sektor swasta.

3. Retr�bus� per�j�nan tertentu adalah 
retr�bus� atas keg�atan tertentu 
pemer�ntah daerah dalam rangka 
pember�an �j�n kepada orang pr�bad� 
atau badan yang d�maksudkan untuk 
pemb�naan, pengaturan, pengendal�an 
dan pengawasan atas keg�atan 
kemanfaatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fas�l�tas tertentu 
guna mel�ndung� kepent�ngan umum 
dan menjaga kelestar�an l�ngkungan.

Leb�h lanjut dalam Pasal 110 ayat 1 
Undang  Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retr�bus� Daerah 
menentukan bahwa Jen�s Retr�bus� Jasa 
Umum adalah:
a. Retr�bus� Pelayanan Kesehatan
b. Retr�bus� Pelayanan Persampahan/

Kebers�han

9 S�ahaan P. Mar�hot, op.cit, hlm.435.  
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c. Retr�bus� Penggant�an B�aya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan S�p�l

d. Retr�bus� Pelayanan Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat

e. Retr�bus� Pelayanan Park�r d� Tep� 
Jalan Umum

f. Retr�bus� Pelayanan Pasar
g. Retr�bus� Penguj�an Kendaraan 

Bermotor
h. Retr�bus� Pemer�ksaan Alat Pemadam 

Kebakaran
�. Retr�bus� Penggant�an B�aya Cetak 

Peta
j. Retr�bus� Penyed�aan dan/atau 

Penyedotan Kakus
k. Retr�bus� Pengolahan L�mbah Ca�r
l. Retr�bus� Pelayanan Tera/Tera Ulang
m. Retr�bus� Pelayanan Pend�d�kan
n. Retr�bus� Pengendal�an Menara 

Telekomun�kas�
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retr�bus� Daerah menyatakan: “Retr�bus� 
d�tetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Dalam Pasal 110 ayat (1) huruf C 
Undang  Undang Nomor 28 Tahun 2009 
d�tentukan bahwa Retr�bus� Penggant�an 
B�aya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan S�p�l d�golongkan dalam 
Retr�bus� Jasa Umum yang mana merupakan 
pungutan daerah sebaga� pembayaran atas 
jasa yang d�sed�akan dan atau d�ber�kan oleh 
pemer�ntah daerah untuk kepent�ngan orang 
pr�bad� / Badan. 

Sedangkan dalam Pasal 79A Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Adm�n�stras� Kependudukan d�tentukan 
“Pengurusan dan Penerb�tan Dokumen 
Kependudukan t�dak d�pungut b�aya”.

Dalam hal �n� ada ket�daksesua�an 
atau �nkons�stens� antara Pasal 110 ayat (1) 
huruf C Undang  Undang Nomor 28 Tahun 
2009 dengan pasal 79A Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor 24 Tahun 2013. 
Berdasarkan teor� Ant�nom� d�mana adanya 
pertentangan dua n�la� atau leb�h, akan 
tetap� keduanya sama-sama pent�ng atau 
dalam t�ngkatan hukum yang sama maka 
asas preferensi dalam penyelesaian konflik 
norma tersebut ya�tu Asas Lex Specialis 
Derogat Legi Generali, ya�tu peraturan 
perundang-undangan yang bers�fat khusus  
(spec�al) mengenyamp�ngkan berlakunya 
peraturan perundang-undangan yang bers�fat 
umum (general), apab�la kedua peraturan 
perundang-undangan tersebut memuat 
ketentuan yang sal�ng bertentangan. Asas �n� 
merujuk kepada dua peraturan perundang-
undangan yang secara h�erark�s mempunya� 
kedudukan yang sama.10

Berdasarkan asas tersebut maka yang 
berlaku adalah pasal 79A Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Adm�n�stras� Kependudukan 
d�tentukan “Pengurusan dan Penerb�tan 
Dokumen Kependudukan t�dak d�pungut 
b�aya”.

3.2. Konsistensi antara Keputusan 
Majelis Madya Desa Pakraman 
Kota Denpasar Nomor 14/12-SK/
MMDP/VII/2014 dengan pasal 
79A Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan
Pada t�ngkat Desa Pakraman 

kepengurusan KIPPS (Kartu Ident�tas 

10 Peter Mahmud Marzuk�, 2013, Penelitian Hukum, 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129.
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Penduduk Pendatang Sementara dan 
STPPTS (Surat Tanda Penduduk Pendatang 
T�nggal Sementara) d�pungut kontr�bus� 
b�aya berdasarkan Keputusan Majel�s Madya 
Desa Pakraman Kota Denpasar Nomor 
14/12-SK/MMDP/VII/2014 tertanggal 1 Jul� 
2014 tentang Penataan Penduduk Pendatang 
D� Desa Pakraman. KIPPS (Kartu Ident�tas 
Penduduk Pendatang Sementara dan STPPTS 
(Surat Tanda Penduduk Pendatang T�nggal 
Sementara)  merupakan salah satu dokumen 
kependudukan berdasarkan pasal 1 po�n 
8 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 
d�sebutkan Dokumen kependudukan adalah 
dokumen resm� yang d�terb�tkan oleh Instans� 
Pelaksana yang mempunya� kekuatan hukum 
sebaga� alat bukt� otent�k yang d�has�lkan 
dar� pelayanan Pendaftaran penduduk dan 
Pencatatan s�p�l dan berdasarkan Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 
d�sebutkan objek retr�bus� penggant�an b�aya 
cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan 
s�p�l sebaga�mana d�maksud dalam pasal 
110 ayat (1 ) huruf c adalah pelayanan : 
a. Kartu tanda penduduk; 
b. Kartu keterangan bertempat t�nggal;
c. Kartu �dent�tas kerja;
d. Kartu penduduk sementara;
e. Kartu �dent�tas penduduk mus�man;
f. Kartu Keluarga;
g. Akta catatan s�p�l yang mel�put� akta 

perkaw�nan, akta percera�an, akta 
pengesahan dan pengakuan anak, akta 
gant� nama bag� warga Negara as�ng, 
dan akta kemat�an.
Dalam Keputusan tersebut d�tentukan 

untuk menjam�n ketert�ban dan keamanan 
sos�al dalam penataan penduduk pendatang 
(krama tam�u dan tam�u) yang baru datang 
dan t�nggal menetap maupun sementara 
dalam jangka waktu tertentu, d�kenakan 

kontr�bus� b�aya sebesar Rp. 100.000,00 
(seratus r�bu rup�ah) bag� penduduk 
pendatang luar Prov�ns� Bal� dan penduduk 
pendatang luar Denpasar dalam Prov�ns� 
Bal� sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh l�ma 
r�bu rup�ah). Pengenaan dan penggunaan 
kontr�bus� b�aya tersebut d�atur oleh mas�ng-
mas�ng Desa Pakraman dan d�koord�nas�kan 
kepada Desa dan Kelurahan sebaga� wujud 
s�nerg� dan koord�nas� dalam pengendal�an 
kependudukan.” 11

Berdasarkan teor� plural�sme hukum 
maka dalam hal �n� terjad� plural�sme hukum 
lemah (weak pluralism) adalah merupakan 
bentuk la�n dar� sentral�sme hukum d�mana 
Negara (dan pemer�ntah) mengaku� had�rnya 
s�stem-s�stem hukum la�n dalam hal �n� 
hukum lokal (folklaw) d� luar hukum Negara 
tetap� s�stem-s�stem hukum non-negara 
tersebut tunduk keberlakuannya d� bawah 
hukum Negara atau dengan kata la�n sela�n 
pengakuan terhadap adanya plural�sme 
hukum (s�stem hukum adat) dan d� s�s� 
la�n pengakuan terhadap hukum Negara 
d�pandang tetap sebaga� hukum yang leb�h 
kuat (super�or).

Berlakunya Surat Keputusan 
tersebut d� samp�ng Surat Edaran Menter� 
Dalam Neger� berdasarkan teor� the sem�-
autonomous social field oleh Sally Falk 
Moore member�kan penekanan pada otonom� 
yang sebag�an atau sem�-otonom. Sem� 
otonom merupakan suatu fakta bahwa b�dang 
yang kec�l dapat menghas�lkan aturan-aturan 
dan adat keb�asaan. Bag� Sally Folk Moore 
seluruh aneka norma dan aturan yang muncul 
dar� �nd�v�du ataupun masyarakat tertentu 
dapat berfungs� sebaga� hukum. Kapas�tas 
kelompok-kelompok sos�al (socialfield) 

11 Keputusan Majel�s Madya Desa Pakraman Kota 
Denpasar, Nomor 14/12-SK/MMDP/VII/2014.
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dalam menc�ptakan mekan�sme-mekan�sme 
pengaturan send�r� (self-regulation) dengan 
d�serta� kekuatan-kekuatan pemaksa. 
“B�dang yang kec�l dan untuk sebag�an 
otonom� �tu dapat menghas�lkan aturan-
aturan dan adat �st�adat serta s�mbol-s�mbol 
berasal dar� dalam. D� la�n p�hak, b�dang 
tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan, 
keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan 
la�n yang berasal dar� dun�a luar yang 
mengel�l�ng�nya.” 12

Menurut Moore kond�s� plural�st�k d� 
b�dang hukum �n� dengan mengamat� b�dang-
b�dang sos�al dalam hal �n� kependudukan 
yang terdapat dalam masyarakat. Dalam 
b�dang sos�al �n� masyarakat dapat membuat 
aturannya send�r� melalu� keputusan 
bersama ataupun melalu� keputusan dar� 
�nd�v�du atau kelompok yang d�ber� otor�tas 
untuk �tu. Aturan tersebut bers�fat meng�kat, 
pelanggaran terhadap aturan yang d�buat 
akan menghas�lkan sanks� yang b�asanya 
bers�fat sos�al. B�dang-b�dang sos�al �n� 
mesk�pun nampaknya mem�l�k� otor�tas 
untuk menghas�lkan aturan, ternyata tetap 
bers�fat rentan terhadap aturan la�n yang 
berasal dar� luar yang d�maksud adalah 
Negara, adat maupun agama.

Leb�h lanjut Hooker menyatakan 
“The term pluralism refers to the situations 
in which two or more laws interact”. 
Pernyataan �n� mempunya� makna bahwa 
mesk�pun mengaku� adanya berbaga� jen�s 
s�stem hukum namun tetap menekankan 
bahwa adanya pertentangan antara s�stem 
hukum yang dom�nan atau super�or (Negara) 
dengan s�stem hukum yang �nfer�or (hukum 
adat).

Pert�mbangan d�keluarkan Surat 
Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan 
Daerah Prov�ns� Bal� Nomor 3 Tahun 2003 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Prop�ns� Bal� Nomor 3 Tahun 2001 
tentang Desa Pakraman bahwa Majel�s 
Madya Desa Pakraman Kota Denpasar 
sebaga� lembaga adat yang menjad� 
partnersh�p kerja Pemer�ntah Kota Denpasar 
berwenang membuat aturan terka�t urusan 
pemer�ntahan dan urusan adat yang d�tujukan 
dan d�koord�nas�kan pelaksanaannya kepada 
Desa Pakraman se Kota Denpasar. Hal �n� 
t�dak sesua� dengan tugas dan wewenang 
Majel�s Desa Pakraman yang d�atur dalam 
Pasal 16 Perda No 3 Tahun 2001 ya�tu (1) 
Majel�s Desa Pakraman mempunya� tugas: 
a) mengayom� adat �st�adat; b) member�kan 
saran, usul, dan pendapat kepada berbaga� 
p�hak ba�k perorangan, kelompok/lembaga 
termasuk pemer�ntah tentang masalah-
masalah adat; c) melaksanakan set�ap 
keputusan-keputusan paruman dengan 
aturan-aturan yang d�tetapkan; d) membantu 
penyuratan aw�g-aw�g; e) melaksanakan 
penyuluhan adat �st�adat secara menyeluruh. 
(2) Majel�s Desa Pakraman mempunya� 
wewenang: a) memusyawarahkan berbaga� 
hal menyangkut masalah-masalah adat dan 
agama untuk kepent�ngan desa pakraman; 
b) sebaga� penangah dalam kasus-kasus 
adat yang t�dak dapat d�selesa�kan d� t�ngkat 
desa; c) membantu penyelenggaraan upacara 
keagamaan d� kecamatan, d� kabupatan/kota, 
dan d� prov�ns�. 

Dengan adanya Surat Keputusan 
tersebut juga menunjukkan bahwa, Majel�s 
Madya Desa Pakraman Kota Denpasar 
sebaga� lembaga adat yang menjad� 
partnership kerja Pemer�ntah Kota Denpasar  
t�dak meng�kut� aturan yang ada d�atasnya 

12 Sally Falk Moore, 2001, “Hukum dan Perubahan 
Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom sebagai suatu 
Topik Studi yang Tepat”. Dalam T.O. Ihromi (Ed), 
Antropologi Hukum. Sebuah Bunga Rampai, Yayasan 
Obor, Jakarta, hlm.150.
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ya�tu Surat Edaran Menter� Dalam Neger� 
Nomor 900/326/SJ tertanggal 17 Januar� 
2014, yang memuat per tanggal 1 Apr�l 
2014 semua pelayanan adm�nstras� dan 
penert�ban dokumen kependudukan t�dak 
d�pungut b�aya dan aturan la�nnya ya�tu pasal 
79A Undang-Undang Republ�k Indones�a 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 
tentang Adm�n�stras� Kependudukan yang 
menentukan:
 “Pengurusan dan penerb�tan dokumen 

kependudukan t�dak d�pungut b�aya”. 
Dalam hal �n� Keputusan Majel�s 

Madya Desa Pakraman Kota Denpasar 
Nomor 14/12-SK/MMDP/VII/2014 t�dak 
kons�sten dengan pasal 79A Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Adm�n�stras� Kependudukan yang leb�h 
t�ngg� kedudukannya.

Berdasarkan teor� h�rark� norma 
hukum, norma yang berlaku d�bawah harus 
mengacu pada norma yang d�atasnya. Akan 
tetap�, Surat Keputusan Majel�s Madya 
Desa Pakraman Nomor 14/12-SK/MMDP/
VII/2014 tertanggal 1 jul� 2014 telah 
meny�mpang dar� Surat Edaran Menter� 
Dalam Neger� Nomor 900/326/SJ tertanggal 
17 Januar� 2014 pasal 79A Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor 24 Tahun 2013. 
Berdasarkan teor� h�erark� norma hukum 
segala peraturan yang berada d� lap�s bawah, 
t�dak d�pekenankan untuk “keluar jalur” 
harus sesua� dengan norma yang ada d� 
atasnya dan norma dasar yang ada d� puncak 
h�rark� tersebut.

Leb�h lanjut menurut Leopold 
Posp�s�l mengemukakan atr�but yang dapat 
membedakan antara akt�v�tas hukum dan 
non hukum dalam masyarakat. Keempat 
atr�but hukum tersebut adalah attribute of 

authority, attribute of intention of universal 
application, attribute of obligation, attribute 
of sanction.13 Berdasarkan teor� d� atas 
maka Surat Keputusan Majel�s Madya 
Desa Pakraman Nomor 14/12-SK/MMDP/
VII/2014 merupakan produk hukum karena 
adanya atr�but otor�tas d�mana Surat 
Keputusan Majel�s Madya Desa Pakraman 
tersebut d�has�lkan oleh sekelompok orang 
dalam masyarakat yang berwenang/d�tunjuk 
untuk �tu. Atr�but kedua, ya�tu atr�but 
un�versal�tas, d�mana Surat Keputusan 
Majel�s Madya Desa Pakraman berlaku 
secara un�versal. Atr�but ket�ga adalah 
obl�gat�on d�mana Surat Keputusan Majel�s 
Madya Desa Pakraman mengatur masalah 
hak dan kewaj�ban dar� anggota masyarakat 
secara t�mbal bal�k. Atr�but keempat ya�tu 
mekan�sme pemaksa berupa sanks�.

Set�ap orang termasuk warga Desa 
Pakraman d� samp�ng harus taat pada 
hukum adat, juga hukum Negara, dan juga 
hukum agamanya, dem�k�an menurut teor� 
keanekaragaman system hukum (Theory 
of multiplicity legal system) dar� Leopold 
Posp�s�l, d�sebutkan set�ap orang selalu 
ter�kat pada berbaga� system hukum, oleh 
karena �a terl�bat leb�h dar� satu l�ngkungan 
masyarakat hukum.14

Hukum adat sebaga� hukum “lap�san 
bawah” sudah tentu harus menyesua�kan 
d�r� pada hukum hukum “lap�san atas” yakn� 
hukum Negara dan hukum agama. Terhadap 
hukum Negara, maka hukum adat sebaga� 

13 L�dw�na Inge Nurtjahyo, “Menelusur� Perkembangan 
Kaj�an Plural�sme Hukum D� Indones�a” Dalam 
Myrna A. Safitri Untuk Apa Pluralisme Hukum? 

 Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik 
Agraria di Indonesia, 2011, Ep�stema Inst�tute, 
Jakarta, hlm.67.

14 I Made Suasthawa Dharmayuda, 2001,  Desa Adat 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali, 
Upada Sastra, Denpasar, hlm.54.
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hukum t�ngkat bawah t�dak boleh bertentangan 
dengan hukum d� atasnya. Jad� dalam hal 
�n� terdapat pertentangan atau �nkons�stens� 
antara  Surat Keputusan Majel�s Madya 
Desa Pakraman Nomor 14/12-SK/MMDP/
VII/2014 dengan pasal 79A Undang-Undang 
Republ�k Indones�a Nomor 24 Tahun 2013, 
seh�ngga berdasarkan asas preferens� berlaku 
asas Lex Super�or derogate Leg� Infer�or�, 
yang maksudnya ketentuan hukum yang 
leb�h t�ngg� t�ngkatannya dalam hal �n� pasal 
79A Undang-Undang Republ�k Indones�a 
Nomor 24 Tahun 2013 mengesamp�ngkan 
yang leb�h rendah (Surat Keputusan Majel�s 
Madya Desa Pakraman Nomor 14/12-SK/
MMDP/VII/2014).

D� samp�ng �tu pula Desa Pakraman 
sebaga� lembaga umat H�ndu fungs� 
utamanya adalah mengurus� hal-hal yang 
menyangkut aspek keumatan dan keagamaan 
H�ndu. Hal �n�lah yang menjad� tanggung 
jawab utama dar� Desa Pakraman. Sela�n 
fungs� tersebut Desa Pakraman juga �kut 
serta untuk mensukseskan pembangunan d� 
segala b�dang dalam kerjasama yang bers�fat 
hol�st�k dan s�nerg�s akan tetap� tetap harus 
berpegang pada fungs� utamanya. 

Tentu hal sepert� �n� t�dak d�benarkan 
dan sangat membutuhkan perhat�an 
Pemer�ntah Pusat maupun Pemer�ntah 
Daerah untuk mengkaj� ulang norma-norma 
yang berka�tan dengan retr�bus� jasa umum 
khususnya tentang dokumen kependudukan 
yang telah d�keluarkan oleh Majel�s Madya 
Desa Pakraman (MMDP) Denpasar. 

IV.  PENUTUP
4.1.  Simpulan

Berdasarkan ura�an dalan Bab 
Pembahasan d� atas, penel�t� dapat 
meny�mpulkan, ya�tu:

1. Adanya ket�daksesua�an atau 
�nkons�stens� antara Pasal 110 ayat 
(1) huruf C Undang  Undang Nomor 
28 Tahun 2009 dengan pasal 79A 
Undang-Undang Republ�k Indones�a 
Nomor 24 Tahun 2013. Berdasarkan 
teor� Ant�nom� ya�tu ada pertentangan 
dua n�la� atau leb�h, tetap� keduanya 
sama-sama pent�ng atau dalam 
t�ngkatan hukum yang sama maka 
asas preferens� dalam penyelesa�an 
konflik norma tersebut yaitu Asas 
Lex Specialis Derogat Legi Generali, 
ya�tu peraturan perundang-undangan 
yang bers�fat khusus  (special) 
mengenyamp�ngkan berlakunya 
peraturan perundang-undangan yang 
bers�fat umum (general), apab�la 
kedua peraturan perundang-undangan 
tersebut memuat ketentuan yang sal�ng 
bertentangan. Asas �n� merujuk kepada 
dua peraturan perundang-undangan 
yang secara h�erark�s mempunya� 
kedudukan yang sama. Berdasarkan 
asas tersebut maka yang berlaku adalah 
pasal 79A Undang-Undang Republ�k 
Indones�a Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Adm�n�stras� Kependudukan 
d�tentukan “Pengurusan dan 
Penerb�tan Dokumen Kependudukan 
t�dak d�pungut b�aya”.

2. Terdapat pertentangan atau 
�nkons�stens� antara  Surat Keputusan 
Majel�s Madya Desa Pakraman Nomor 
14/12-SK/MMDP/VII/2014 dengan 
pasal 79A Undang-Undang Republ�k 
Indones�a Nomor 24 Tahun 2013, 
seh�ngga berdasarkan asas preferens� 
berlaku asas Lex Super�or derogate Leg� 
Infer�or�, yang maksudnya ketentuan 
hukum yang leb�h t�ngg� t�ngkatannya 



781

Magister Hukum Udayana •  Desember 2015
ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 4 : 770 - 782

dalam hal �n� pasal 79A Undang-
Undang Republ�k Indones�a Nomor 24 
Tahun 2013 mengesamp�ngkan yang 
leb�h rendah (Surat Keputusan Majel�s 
Madya Desa Pakraman Nomor 14/12-
SK/MMDP/VII/2014). Desa Pakraman 
sebaga� lembaga umat H�ndu fungs� 
utamanya adalah mengurus� hal-hal 
yang menyangkut aspek keumatan dan 
keagamaan H�ndu. Hal �n�lah yang 
menjad� tanggung jawab utama dar� 
Desa Pakraman. Sela�n fungs� tersebut 
Desa Pakraman juga �kut serta untuk 
mensukseskan pembangunan d� segala 
b�dang dalam kerjasama yang bers�fat 
hol�st�k dan s�nerg�s akan tetap� 
tetap harus berpegang pada fungs� 
utamanya.

4.2.  Saran
Berdasarkan s�mpulan d� atas maka 

dapat d�sarankan:
1.  Pasal 110 ayat (1) huruf C Undang  

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retr�bus� Daerah 
yang menentukan bahwa Retr�bus� 
Penggant�an B�aya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan S�p�l 
d�golongkan dalam Retr�bus� Jasa 
Umum hendaknya d�cabut karena t�dak 
sesua� dengan  Undang-Undang yang 
leb�h khusus ya�tu Pasal 79A Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Adm�n�stras� Kependudukan. 

2.  Surat Keputusan Majel�s Madya Desa 
Pakraman Nomor 14/12-SK/MMDP/
VII/2014 hendaknya d�cabut dan 
d�nyatakan t�dak berlaku lag� karena 
bertentangan dengan aturan d� atasnya. 
Majel�s Desa Pakraman hendaknya 
leb�h men�t�kberatkan dengan 

mengurus� hal-hal yang menyangkut 
aspek keumatan dan keagamaan H�ndu 
sesua� dengan fungs� utamanya.
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